
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan 

diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa : 

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota 

Mataram  dalam mencegah terjadinya tindak pidana politik uang dengan 

cara melakukan sosialisasi berbasis kecamatan, membuat kampung 

pengawasan anti politik uang dan politisasi SARA dan himbauan kepada 

masyarakat untuk tidak melakukan money politics karena ada sanksi 

pidananya. Selain itu juga Bawaslu tidak pernah berhenti mengajak 

stakeholder pemilu di Kota Mataram kemudian Netralitas yang terkait 

dengan ASN, TNI/Polri, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggaranya dan 

terakhir Bawaslu mengajak masyarakat atau pemilih untuk diajarkan cara 

berpemilu dan berpilkada yang baik untuk menentukan pemimpin kita 

yang akan memimpin dan mendengarkan aspirasi rakyat Kota Mataram 

selama 5 tahun. 

Adapun yang menjadi  faktor penghambat dalam upaya 

penanggulangan politik uang salah satunya yaitu faktor penegak hukum, 

dimana laporan adanya dugaan politik uang yang dilaporkan ke Sentra 

Gakkumdu yang dimana masih kurangnya syarat formil sebagai contoh 

tidak adanya identitas pelaku maka pelaporan tersebut tidak bisa di 

tindaklanjuti. Kemudian, kebiasaan masyarakat menerima materi ataupun 



 

 

uang dari calon kandidat sudah dijadikan budaya karena kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang politik uang. 

5.2.SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti 

memberikan beberapa  saran diantaranya yakni: 

1. Agar permasalahan tentang peraturan mengenai pemilu dan kampanye 

dievaluasi terutama pada masa sebelum penetapan menurut penulis 

kegiatan membagi-bagikan tersebut dapat menguntungkan bakal calon 

tersebut sehingga bakal calon yang memiliki uang lebih memiliki 

kesempatan menang lebih besar dari pada bakal calon yang tidak 

melakukan kegiatan membagi-bagikan tersebut. 

2. Agar masalah terkait penegak hukum terutama Sentra Gakkumdu lebih 

tegas dalam menindak calon yang melakukan praktek politik uang 

(money politics). 

3. Memberikan pemahaman tentang politik uang sejak dini kepada 

masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat tentang politik uang 

uang masih rendah sehingga politik uang dijadikan budaya oleh 

masyarakat. 
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